
ERT棚はⅢ

wALI Ko皿s工BOLGA

pROv賞Ns重suMATERA u皿RA

pE孤TURAN DAE弘H Ko皿s量BOLGA

NOMOR　4　恥HUN 2025

TENTANG

PEL重NDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG D重SABIL重TAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko船s宣BOLGA,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat

Kota Sib○○ga mempunyai keduduk紬, hak, kewajiban dan

per紬yang s劃a dengan yang lain discg瓢a aspek kchidupan

dan penghidupan;

b･ bahwa untuk memcnuhi kcbutuhan khusus bagi Penyand紬g

Disab血tas di Kota Sibolga perlu d虹akukan Pe止ndung狐d弧

Pemenuhan hak secara terencana, terarah dan berkelanjutan

guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh

masyarakat Kota Sibolga;

c･ bahwa berdas紺k紬ketcntu劃Pasal 27 ayat (1) Und紬g-

Undang No皿or 8 Tahun 2016 tentang Peny紬d紬g DisabⅡitas,

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan

perencana紬･ penyelcnggara紬, dan ev瓢uasi tent狐g

pelaksana紬penghomat弧, pe脆ndungan, da皿pemenuh紬hak

Peny紬dang Disabilitas;

d･ bahwa berdasarkan pe誼mb紬gan sebagaimam di皿aksud

pada humf a, bumf b, dan humf c, perlu menetapk紬

Pera巾ran Daerah Kota Sibolga tentang Pel血dungan din

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1･ Pasal 18 ayat (6) Und紬g-Und紬g Dasar Negara RepubHk

量ndonesia Tahun 1945;

2･ Und劃g-Und紬g No皿o重7 Tahun 1984 tent孤g Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dis貼轟minasi

Terhadap Wanita (Co刑e庇ioれorL軌e助77毒柵めれo/An Foms o/

D忘crima朋tiori Agd血st WomerL=Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3277) ;

3･ Undang-Undang Nomo重23 Tahun 2002 tentang Per血dung狐

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2002

Nomor log, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235) sebagaim紬a telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Und狐g-Undang Nomor I Tahun 2023 tcntang貼ta

Undang-Undang Huku皿Hdana (Lembar劃Negara Republk

lndonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6842);
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4･ Undang-Und狐g Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapus紬

Kekerasan dalan Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 44 19);

与･ Undang-Und紬g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemehntah紬

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 5587) sebagaima皿a telah diubah beberapa k瓢i tera趨Iir

dengan Und孤g-Undang Nomor　6　Tahun　2023　tentang

Penetapan Peraturan Pemehntah Pengg紬ti Und弧g-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke宣ja me巾adi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

No皿or 41, Tambaha皿Lembarm Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

6･ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tent狐g Peny紬dang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 587 1);

7･ Undang-Undang Nomor　8　Tahun　2023　tentang Provinsi

Sumatera Utara (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023　Nomor　55, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia No皿or 6864);

8･ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga血

Hovinsi Sumatera Utara (Lembaran Nega重a Republik工ndonesia

Tahun　2024　Nomor 125, Tambahan　しembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor 6947);

9. Peraturan Pemerintah Nomor　70　Tahun　2019　tentang

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Ev血uasi Terhadap

Pengho皿atan, Pclindung狐, d紬Pemenuh狐Hak Pcnyanda皿g

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19

Nomor 184, T劃bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6399);

10･ Peraturan Pcmehntah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan

Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Pe nyandang

Disabilitas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6601);

1 1･ Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan

Tata C紬a Pemberian Pengh紬gaan D址am Penghomatan,

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyand紬g Disabilitas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143,

Ta皿bah紬Lembar狐Negara Republik暮ndonesia Nomor 4253);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Te血ologi Nomor 48 Tahun　2023　tentang Akomodasi yang

Layak un調k Pese正a Didik Penyand孤g Disabilitas pada

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Fomal, Pendid址an Dasar,

Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara

Republik量ndonesia Tahun 2023 Nomor 6 12);

上4. Pera丸(rαri. …



13〃 Pera調r紬Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Tahun　2017　Nomor 13, Tambah紬

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12) sebagaimana telah

diubah dengan Peratu重an Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun

2024　tentang Pcmbahan Atas Peraturan Daerah Nomor I

Tahun　2017 tcntang Pembentuk紬Perangkat Daerah Kota

Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor

67);

Deng弧Perset可u劃Bers劃a

DEWAN pERWAmLAN RAKyAT DAERAH KOTA s量BOLGA

dan

WAL量KOTA SIBOLGA

MEMUTU SKAN :

Menetapkan : PERATURAN DABRAH TEN皿NG PELINDUNGAN DAN

pEMENUHAN HAK pENyANDANG D工sABIL工恥s.

BABI

KETBNTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peratur狐Daerah血i, y狐g dimaksud deng紬:

1･ Daerah adalah Kota sib○○ga.

2. Pemerintahan Dae｢ah adalah penyelenggara紬　ums弧

pc皿crintah紬oleh Pe皿er血tah Daerah d孤Dew劃Perwak止弧

Rakyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas pemb劃tu孤

deng孤　prinsip otono皿i seluas-1uasnya dalam sistem din

phnsip Negara Kesatuan Republik　工ndonesia sebaga王mana

dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

3･ Peme轟ntah Daerah ad瓢ah Wa止　Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah otonom.

4. Wa止Kota adalah wall Kota sibolga.

5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD ada.1ah lem血ga perwa虹I紬　rakyat dacrah y孤g

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah狐

Daerah.

6. Pelindungan adalah upaya yang di量akukan secara sadar

untuk melindungi,皿engayomi, dan　rnemperkuat hak

Penyandang DisabiHtas.

7･ Pemcnuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi,

melaks狐akan, dan mew可udk紬hak Peny孤dang Disabi量itas.

8･ P�yjﾖ�襷9$�r粐籵



8･ Peny劃dang Disab址tas adalah setiap o重劃g yang meng血ami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dala皿jangka waktu lama y紬g dalam be轟nteraksi deng劃

lingkung紬dapat皿engalami hambat紬dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

lainya berdasarkan kcsa皿a狐hak.

9･ Masyarakat ad血ah perorangan, kelu紬ga, kelompok, din

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

lot Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masy紺akat y劃g

terdi正da正suami-ist轟atau suami-isth dan ana血ya, atau

ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek

dan/ atau nenek.

11･ B劃gun弧Umum ad血ah b餌gunan yang ber血ngsi untuk

kepentingan publik, baik bempa血ngsi keagamaan,血ngsi

usaha, maupun血ngsi sosi瓢dan budaya.

12･ Kesehatan ad粗ah keadaan sehat seseorang, baik secara島sik,

｣iwa, maupun sosial din　bukan sekadar terbebas dari

penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

13･ Pcndidikan In馳us遭　adalah sistem penyelengg組aan

pendidikan yang mcmberikan kesempatan kepada semua

pese虹a didik yang me皿ili血kelaina皿dan me皿組i虹potcnsi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti

pendid毘an atau pcmbelajaran dalam satu lingkungan

pendidkan secara bersama-s劃a deng劃pese虹a didik pada

umumnya･

14･ Aksesibilitas adalah kemudahan y狐g disediakan bagi

Peny紬da皿g Disabi膿tas guna mew可udk紬　kesamaan

ke sempatan.

15･ Akomodasi yang Layak adalah modi最kasi d紬penyesuai紬

y紬g tepat d紬血perluk狐untuk皿e画調in penikmat紬atau

pelaks劃aan semua hakasasi manusia dan kebebasan

請nda皿ental untuk Pe叫yandang Disabilitas berdasarkan

kesetara劃,

16･ Alat Bantu adalah benda yang ber血ngsi membantu

kem紬dih紬　Penyandang Disabi此as d瓢狐　melakukan

kegiatan seha五〇ha正.

17･ Alat Bantu Kesehatan ada重ah benda yang ber請ngsi

mengoptim血ka皿　血ngsi ang昌ota tubuh Penyandang

Disabilitas berdasark紬rekomendasi dad tenaga medis.

18･ Konsesi ada｣ah segala bentuk potongan biaya yang diberikan

oleh Pcmchntah, Peme正ntah Daerah, dan/atau setiap orang

kepada Peny紬dang Disabilitas berdasarkan ke坤ak狐

Pemerintah dan Peme｢intah Daerah.

19･ Pelayanan恥buk ad血ah kegiat弧atau rangkaian kegiat劃

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

denga皿　ketentuan peraturan pemndang-皿dangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas bar孤g, jasa,

d紬/atau pelayanan administratir y孤g discdiakan oleh

penyelenggara pelay紬an publik.

20.U九九...



20･ Unit Lay紬劃Disabi此as adal貧h bagian da正satu institusi

atau lembaga y紬g ber血ngsi scbagai penye亜a layman din

fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

21･ Rehabilitasi Sosial adalah proses re血ngsionalisasi dan

pengembangan untuk me皿ung虹nkan Peny孤d皿g Disabilitas

mampu melaksanak狐　請ngsi dan per紬　sosia重nya secara

wajar dalam kehidup狐masyara.kat.

22. Janinan Sosial adalah skema yang melembaga untuk

menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi

kcbutuhan dasar hidupnya y狐g layak.

23･ Pe皿berdayaan Sosial adalah upaya yang diarahk狐untuk

menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

yang mengal劃i mas瓢ah sosial agar berdaya sehingga

ma皿pu memenuhi kebutuhan dasamya.

24･ Pelindung狐　Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk

mencegah din　men劃g紬i resiko da正　guncangan din

kerentanan sosial,

25･ Pe量atih紬Ke重ja adalah keselumhan kegiatan untuk membeh,

me mperoleh ,　皿eningkatkan serta mengembangkan

kompetensi kelja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja

p貧da t血gkat ketera皿pil紬　dan keahⅡan te轟entu sesuai

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

26. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada

Penyand弧g Disab址tas,　agar dapat meningkatk紬

kesejahteraan sosialnya.

27. Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar

kelja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan

penempatan pencari kerja.

28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

DPRD dal劃　penyelenggaraan Ums孤　Pemerintahan yang

menj adi kewenangan Daerah.

29･ Hab組itasi adalah proses pelayan狐yang diber址紬kepada

seseorang yang mengalani disabilitas sejak laliir untuk

memast並an Penyandang Disab孤itas mencapai din

mengembangkan kemandi正an sesua王dengan kemampuannya

secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpariisipasi

penuh dalam semua aspek kehidupan.

30. Rehabilitasi adalah proscs pelayanan yang diberikan kepada

seseorang yang mengalami disabilitas tidalc sejak lahir untuk

mengembaⅡkan din　mempertah狐kan　血ngsi serta

mengemb劃gk紬　kemandi轟an, sehingga dapat berakt組tas

dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

31. Tim K○○rdinasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut TKP2HPD

ad血ah Tim yang dibentuk dalam rangka mekanisme

k○○rdinasi yang bert可uan untuk memastikan penghormatan,

pemaju孤,　pelindungan,　dan pemenuh肌　hak-hak

penyandang disabilitas di berbagai tingkatan pemerintahan.

32　re!e肌edicerしe....



32･ Telemedicine adalah praktik penyampaian layan紬kesehat紬,

te皿asuk diagnosis din　pengobatan, secara ja丁ak jauh

menggunakan te血o重ogi inねrmasi dan komunikasi (TIK).

33. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

dasar warga negara (materi, spiritual, dan sosial) agar dapat

hidup layak dan mengemb狐gkan diri, serta memakup

upaya-upaya terarah untuk mencapa王taraf hidup yang lebih

baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan mental, balk melalui

ke坤akan maupun pelayanan sosial yang diselenggarakan

oleh pemerintah dan皿asyarakat.

Pasal2

PeHndung紬　dan Pemenuh紬　Hak Penyand紬g Disabi量itas

dilaksanakan berasaskan :

a･ penghomatan terhadap martabat;

b. otonomi individu;

c. tanpa diskriminasi;

d. pertisipasi penuh;

e･ kerag劃an manusia dan ke皿紬usiaan;

I. kesamaan kesempatan;

g･ kcsetaraan;

h. aksesibilitas; dan

i･ kapasitas y狐g terns bcrkembang dan identitas anak.

Pasal 3

Pelindungan dan pemenuhan hah Penyandang Disabilitas ini

be血中uan untuk:

a. mewujudkan upaya pelindungan dan pemenuhan hak asasi

manusia se重a kebebasan das租Peny弧dang Disabilitas secara

penuh dan setara di Daerah;

b･ me可狐in terw可udnya upaya pelind皿gan dan pemenuhan

hak sebagai ma巾abat y紬g melekat pada diri Penyandang

D isabilitas.

c･ mew可udk紬upaya pmingkatan taral kehidup孤Penya皿d劃g

Disabilitas yang lebih terjanin, sejahtera lahir dan batin.

d･ mel血dungi Peny紬da皿g Disabilitas dari penel狐tara皿　dan

eksp○○itasi, pcleceh紬dan seg血a t血dak劃disk正m王natif se簾a

pel狐ggaran hak asasi m紬usia.

Pasal4

Ruing l血gkup Peratur紬Dacrah ini meliputi:

a･ raga皿Penyand劃g Disab遭itas;

b･ hak Penyandang Disabilitas;

c･ pelaks紬aan Pel血dungan din　Pe調cnuh狐hak Peny紬d劃g

D isabilitas ;

d. k○○rdinasi;

e. TKP2HPD;

i. partisipasi masyarakat;

g･ pcmb血aan dan pengawas孤;

h. pcnghargaan;

i. pcnd劃aan.

BABH…



BAB量1

RAGAM pErvANDAVG DlsABILITAs

Pas瓢5

(I) Ragam penyand餌g Disabilitas melipu宙

a. Peny紬dang Disabilitas正s出;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Pcnyandang Disabilitas mental; dan/aぬu

d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ga皿da, atau皿ulti

dalam jangka waktu重劃a y紬g ditetapk紬oleh tenaga medis

sesua土dengan ketentuan peraturan pemndang-undang紬.

BAB重工量

HAK pENyANDANG DlsABIL重松s

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. hidup;

b. bebas dad stigma;

C･ pnvasl;

d, keadilan dan perlindung紬huk皿;

e. pendidkan;

f. peke巧a紬, kewirausahaan, d紬koperasi;

9. kcsehatan;

h. politik;

i. keaga皿a紬;

j･ keolahragaan;
k. kebudayaan d紬pariwisata;

1. Kesejahteraan sosial;

m. Aksesibilitas;

n. Pelaya皿an恥b止k;

o. Pelindungan dari bencana;

p. Hab遭itasi dan Rehab址tasi;

q. Konsesi;

r. pendata狐;

s. hidup secara mandi正　d孤　dnibatkan dalam hak

masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u, berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dan t血dakan Diskhminasi,　penel紬tar紬,

penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyand紬g Disabilitas sebaga王m弧a dimaksud

pada ayat (1), perempuan Peny狐dang Disabilitas memili虹

hak:

a. atas kesehat劃reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatk紬　pelindungan lebih dari perlaku劃

diskhminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak

kekeras紬, temasuk kekerasan dan eksploitasi seksual･

/3J Se妃m.,..



(3) Selain hak Penya皿da皿g Disabilitas sebagaimana血maksud

pada ayat (1),紬ak Penyanda皿g Disabilitas me皿山地hak:

a･ mendapa比狐　Peundungan khusus da轟　Diskriminasi,

penelantaran, pclecehan, eksploitasi, serta kekerasan

dan k匂ahatan seksual;

b･皿endapatk紬perawatan dan pengasuhan keluarga atau

kclua重ga pen蕗a皿債　untuk tumbuh kembang secara

op缶mal;

c･亜1indungi kepent血gannya dala皿　penga皿bnan

keputusan ;

d. perlakuan amk secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak狐ak;

e･　pemenuhan kebutuhan khusus;

f.　perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai

integrasi sosial dan pengemb紬gan血dividu; din

g･ mendapa此弧penda皿pingan sosi血.

Bagi劃Kedua

Hak Hidup

Pasal7

Hak血dup untuk Penyandang Disabilitas meliputi :

a･ hak atas penghormatan integ正tas;

b･ hak tidak dir狐pas nyawanya;

c･ hak mendapatk紬perawatan dan pengasuhan yang me叫amin

ke langsungan hidu pnya;

d. hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan

p engucilan ;

e･ hak bebas dah狙cam紬dan berbagai bentuk eksploitasi; din

で･ hak bebas dad penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain

yang k句劃, tidak m紬usiawi, dan merendahk紬　ma正abat

manusia.

Bagi餌Ketiga

Hak Bebas dan Stigma

Pasal8

Hak beb盆s da轟stigⅡia un巾k Penyandang Disabilitas meliputi hak

bebas da正peleceh孤, penghinaan, d紬pelabel紬negatif terkait

kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pas瓢9

Hak phvasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a･ diakui sebagai manusia p五badi y孤g dapat皿enuntut dan

mempcroleh perlaku紬scrta Pel血dung紬yang sama sesuai

dengan m甜tabat manusia di dep紬umum;

b･ membentuk sebuah keluarga d紬mela刊utk紬ketu細⊥n紬

melalui perkawinan yang sah;

c･　pcnghomatan調mah d劃keluarga;

d･ mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan

keluarga; din

e･ c渡短d工J7均L...



e･ d組indungi kerahasia弧atas data pribadi, surat menyuratタ

d狐bentuk komu血kasi priba出1ajnnya, temasuk dat貧d紬

in重brmasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadil紬dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Hak keadilan dan per血dungan hukum untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak:

a･ atas perlakuan y劃g sama di hadapan hukum;

b. diakui sebagai subjek hukum;

c･ memili虹dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang

untuk mewa貼1i kepen仕ngannya d狐am ums狐keuangan;

e･ memperoleh akses亡erhadap pel争ya皿紬jasa perb孤kan din

nonperb紬kan ;

f･ memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayan紬

pe rad遭孤;

g･ atas Pelindungan dari seg血a tek劃an,　kekerasan,

penganiayaan, disk轟minasi, din/atau per劃pas餌　atau

pengambilalih紬hak milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewa血li kepentingannya

dal劃hal keperdataan di dal劃dan di lu紬pengadilan; din

i･ dil血dungi hak kekaya紬intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal11

Hak pendidik紬untuk Penyand狐g Disabilitas meliputi hak:

a･ mendapatkan pendidikan y紬g bemutu pada satu紬

pendidikan di semua jenis, jalur, dan je可ang pendidikan

secara in虹us遭d劃khusus;

b･ mempunyai Kesama紬Kcsempatan untuk me垂adi pendidik

atau tenaga kepen髄d蛇an pada satuan pendidikan di semua

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c･　mempunya王　Kesama紬　Kese皿patan sebaga王　penyelenggara

pendidik劃yang bemutu pada satu紬pendidikan di semua

jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. menda.patkan Ako皿odasi yangしayak sebagai pese血a didik.

Bagian Ketujuh

Hak Pekeljaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal12

Hak peke寄a紬, kewirausaha劃, dan kopcrasi untuk Peny劃dang

Disabilitas meliputi hak:

a･　memperoleh pekc重jaan y狐g diselenggarak劃　　oleh

Pemerintah, Pemehntah Dacrah, atau swasta tanpa

Dis遭うminasi;

b. mempero!�や粐�



b･ me皿peroleh upah y紬g sa皿a deng紬tenaga ke直y劃g

buk紬Pcny紬dang Disabilitas dalam jenis peke寄aan d紬

tanggung jawab yang sama;

c･ memperoleh Akomodasi y狐g Layak dalam peke重jaan;

d･ tidak diberhcntikan k釘ena alasan disabilitas;

e. mendapatkan progran kembali bekelja;

工　penempat紬ke工うa y餌g adil, propo｢sional, d紬bemartabat;

9. memperoleh kesempaLtan dalam mengembangkan jenjang

karier serta segala hak nomatif yang melekat di dalamnya;

dan

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta,

penge皿bangan koperasi, dan memulai usaha send正.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 13

Hak kesehatan untuk Penyand紬g Disabilitas meliputi hak:

a･ memperoleh止fbmasi d劃komunikasi y紬g皿udah diakses

dalam pelay紬an kesehatan;

b･ memperoleh kesamaan d紬kesempat狐akses atas sumber

daya di bidang kesehat紬;

c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau;

d･ memperoleh kesamaan da皿kesempatan secara mand正dan

bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan

yang址perlukan bagi dirinya;

e〃　memperoleh Alat B紬tu Kesehatan berdasarkan

kebutuhannya ;

f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang

rendah;

g･ memperoleh pelindungan dari upaya perc○ba劃medis; dan

h･ mc皿peroleh PcHndungan dalam penelitian din

pengemb孤gan kesehat紬y劃g mengikutse巾akan manusia

sebagai subiek.

Bagi紬Kesembilan

Hak Politik

Pasal14

Hak po止t虹untuk Peny弧d紬g Disabnitas meliputi hak:

a･ memilih d紬dipiHh dalamjabatan pub重ik;

b･ menyalurkan asp正asi politik baik te｢tulis maupun lisan;

c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta

d血a皿pemilihan umum;

d･ membcntuk, me巾adi弧ggota, dan/atau pengums org劃isasi

masyarakat dan/ atau partal politik;

e･ membentuk dan bergabung dalam organisasi Peny紬dang

Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada

tingkat lokal, nasional, dan intemasion狐;

f.　berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum

pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaraannya;

g･ mempero宣eh Aksesibilitas pada sar紬a din　prasar紬a

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubemur,

w血ikota, dan pem咄han kepala desa atau nama血n; dan

h･ memperoleh pendidikan politik.

Bαgき優れ...



Bagi紬Kesebelas

Hak Kcolahragaan

Pasal16

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.　melakukan kegiat狐keolahragaan;

b. mendapatkan pengh町gaan yang sama dalam kegiatan

keolahragaan ;

c,　memperoleh pelay紬餌d血am kegia亡an keolahragaan;

d.皿emperoleh sarana d狐prasar狐a keolahragaan yang mudah

diakses;

e.　memilih d紬mengikutijenis atau cab紬g o重ahraga;

I.　memperoleh pengarah紬, dukung狐, bimb血g狐, pembina紬,

dan pengembang紬dala皿keolahragaan;

9.　me可adi pelaku keolahraga紬;

h. mengembangkan industri kc○lahragaan; dan

i.　meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua

tingkat狐.

Ba由an Kedua Belas

Hak Kebudaya紬dan Pa正wisata

Pasal17

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak:

a.　memperolch kesamaan dan kesempat紬untuk berpa轟isipasi

secara aktif dalam kegiatan semi dan budaya;

b. memperoleh Kesamaan Kesempatan　皿tuk melakukan

kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi

pekeヰa pariwisata, dan/atau berperan dalam p｢oses

pemb紬gun狐pahwisata; din

c.　mendapatkan kemudahan皿tuk mengakses, perlakuan, dan

Ako皿odasi yangしayak sesuai deng劃kebutuhan項ya sebagai

wisatawan.

BQgidn....





Bagian Kct可uh Belas

Hak Habilitasi d紬Rehabilitasi

Pasal22

Hck Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak:

a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dint dan

secara inmus遭sesuai deng孤kebutuh紬;

b･ bebas memi宣ih bentuk Rehabilitasi yang ak紬diikuti; dan

c･ mend貧patkan Hab址tasi dan Rehabilitasi y孤g tidak

mercndahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendata狐

Pasal23

Hak pendataan皿tuk Penyandang Disabilitas mcliputi hak:

a･ didata sebag瓢penduduk dengan disabilitas dala皿kegiatan

penda請aran penduduk dan pencatat紬sipil;

b･ mendapatkan doku皿cn kependudukan; dan

c･　mendapatkan ka轟u penyandang Disabi址as.

Bagi紬Kese皿bilan Belas

Hak Hidup Sccara M劃diri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk

Penyand狐g Disabiliぬs meliputi hak:

a･ mobilitas phbadi dengan pcnyedia弧　Alat Bantu din

kemudah紬untuk mendapatkan akses;

b･ mendapatk孤kesempat紬untuk虹dup m紬di轟di tengah

masyarakat ;

c〃　mendapatka皿　pelatihan din　pend劃ping劃　untuk hidup

secara m孤dih;

d･ menentukan send壷　atau memperoleh b劃tuan dah

Pemehntah dan Pe皿e轟ntah Daerah untuk mcnetapk劃

tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga

pengg紬ti ;

e･ mendapatkan akses ke berbagai pe重ayan紬, balk y弧g

dibe｢kan di dalam皿ah,址tempat pemu虹man, maupun

dalan masyarakat; dan

f.　mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta

dalam kehidupan bemasyarakat.

Bagi紬Kedua mluh

Hak Berekspresi, Berko血unikasi, dan Memperoleh Infbrmasi

Pasal25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh infbmasi untuk

Pcny劃da皿g Disabi量itas meliputi hak:

a･皿emili虹kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. mendapatk劃　血書brmasi dan berkomunikasi mclalui media

y孤g mudah diakses; dan

c･ me｢igguriaたαれ....



c･ menggunakan din　皿e皿peroleh　ぬsilitas inめrmasi dan

ko皿un批asi ben重pa bahasa isy紬at, braille, d劃komunikasi

augmentatif dal紬interaksi resmi.

Bagian Kedua恥luh Satu

Hak Kcwarganegaraan

Pas血26

Hak kewarg紬egaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a･ be呼indah,　mempe轟ahanka皿,　atau　　皿c皿peroleh

kewarg紬ega｢aa皿　sesuai dengan ketentuan peratur劃

pemndang-undangan ;
b. memperoleh,　memiliki,　dan menggunakan dokumen

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-und紬g狐; dan

c･ keluar atau masuk wilayah　工ndonesia sesuai deng紬

ketentuan peratura皿pemndang-皿dang紬.

Bagi孤Kedua Puluh Dua

Hak Bebas da五Tindakan Dis血iminasi, Penelantaran, Penyiksaan,

da皿Eksploitasi

Pasal27

Hak bebas da轟　dis虹i皿血asi, penelantaran, peny址sa劃, din

eksploi亡asi meuputi hak:

a･ bersosi血isasi dan behnteraksi dala皿kehidup狐berkeluarga,

bermasyarakat, dan bemegara tanpa rasa takut; dan

b･ mendapatkan perlindungan da正　segala bentuk kekerasan

宜sik, psi虹sタekonomi, d狐seksual.

BAB重V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG D重SABILITAS

Bagi迫Kesatu

Perencanaan

Pasal28

( 1) Pemerintah Dae重ah melakukan perencanaan,

penyelenggaraan,　dan evaluasi tentang pelaksanaan

Pelindungan, dan Pemenuha皿hak Penyandang Disabi量iねs.

(2) Perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi sebagaim狐a

dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mensiner由蛇血,

mengharmonisasikan dan mengefektifkan pembangunan

Daerah terkait Pelindungan dan Pemenuh弧hak Penyand狐g

Disabi櫨tas.

(3) Pcrcncana狐　terhadap Pclind皿gan dan Pemenuhan hak

Penyand紬g Disabilitas scbagaim紬a dima瓦sud pada ayat (1),

menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang

disusun berdasarkan:

a･ perenc紬a狐jangka pa垂孤g;

b･ perencanaan jangka menengah; dan

c･ perencana紬jangka pendek.

PαSal29 ,..



Pasal29

Ketentu狐lebih　重a垂ut　皿engena王　perencanaan terhadap

Pe止ndung狐d紬Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

sebagaimana djmaksud dalam Pasal　28　diatur deng紬

Pc｢aturan Wa虹Kota.

Bagian Kedua

Perl血dungan Hukum

Pasal30

(1) Peme血ntah Daerah dalam memberikan Pelindungan dan

Pc皿enuh狐　hak kead組an dan per血dung孤　huku皿,

berkewajiban :

a･ me両肌in dan melindun由　hak Peny狐dang Disabilitas

sebagai sub]’ek hukum untuk melakukan tindakan hukum

y紬g sama deng紬la王nnya;

b･ menyediak紬　bantu狐　hukum kepada Penyandang

Disabilitas d血am se心ap pemeriksaan pada setiap lembaga

penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana

sesua王dengan ketentu紬peraturan pemnd紬g-undangan;

c･ melakukan sosialisasi pcrlindungan hukum kepada

皿asyarakat din　ap紳a巾r ncgara tcnt貧ng Pehndung紬

Penyandang Di sabilitas.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilakuk狐　皿elalui pembeh弧　ねsilitasi bantu狐

hukum berupa pend劃ping紬, konsultasi dan advokasi

hukum.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

humf c, dilakuk劃　皿elalui penyuluh劃, seminar atau

publikas i.

Bagi孤Ketiga

Pendidikan

P租Sal31

( I ) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/ atau

memぬsilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di

setiap j血ur, jenis, dan ｣e刊ang pendidik紬sesuai deng紬

kewenangannya.

(2) Pe皿yelcngg釘aan din/atau　ぬsi止tasi pendi血k弧　untuk

Penyand紬g Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaks紬ak狐　d乱調　sistem pendi址k孤　nasional mel心血

pendidikan in地usif dan pendidikan khusus.

(3) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi

Penyand紬g Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

da皿(2), Peme轟ntah Daerah wajib:

a･ mengikutsertakan　紬ak Penyand紬g Disab王litas dalam

progra皿wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;

b･ mengut劃akan anak Peny紬dang Disabilitas bersekolah

di lokasi y劃g dekat tempat tinggalnya;

c` me′γt佃s鵬as番...



c･皿e皿ぬs址tasi Penyandang Disab弛tas y紬g tidak

berpendidikan fomal untuk mendapatkan ijaza血

pendidika皿　dasar dan mcnengah mel血ui program

ke setara紬;

d･ menyediakan beasiswa untuk pcserta didik Penyandang

Disabilitas be呼restasi yang orang tu狐ya心dak m狐pu

membiayai pendidikannya;

e･　menyediakan biaya pendidikan untuk anak dan

Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai

pendidikannya; din

f･　memねs址tasi pcngada紬　d狐/atau pelatih狐　guⅢ

pendamping bagi sekolah yang memili貼peserta didik

Peny劃dang Disabilitas.

Pasal32

(1) Peme正ntah Daerah memぬs旺tasi Penyandang Disabilitas

untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan

untuk kemandiri紬dan pa直isipasi penuh da重am menempuh

pcndidikan dan pengembang紬sosial.

(2) Keteranpilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a.　keterampilan menulis d紬membaca hu｢ur braille untuk

Peny紬d紬g Disabilitas nct｢a;

b. keterampilan oricntasi dan mobi虹tas;

c･ ketera皿pil狐sistem dukungan dan bi皿bing紬sesama

Penyand紬g D isabilitas ;

d･ keteramp遭an komunikasi dalam bentuk, sar紬a, din

format yang bersifat augmentatif dan altematif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas

linguistik da轟komunitas Peny紬d弧g Disabilitas mngu･

Pasal33

(i) Pemchntah Daerah mem魚s址tasi pembentuk孤Unit Lay紬劃

Disabilitas untuk mendukung penyelengg狐aan pendidikm

in地usif tingkat dasar din　menengah pada dinas y餌g

menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang

pendidikan.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bcr血ngsi:

a･ meningka膝皿　kompetensi pendidik din　tenaga

kependidikan di sekolah reguler dalam menangani

peserta didik Penyandang Disabilitas;

b･ menyediak狐　pend劃pinga皿　kepada pese轟a didik

Penyandang Disabilitas untuk mendukung kel紬caran

proses pembelajaran;

c･　menge皿bangkan program kompensato正k;

d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang

diperlukan peserta didik Penyand孤g Disabi此as;

e･ melakukan deteksi dini dan inteⅣensi d血i bagi pescr屯

didik dan c粗on pese賃a didik Penyanda皿g Disabilitas;

f･　mcnyediakan data dan infbrmasi tentang disabilitas;

9.　menyediakan layanan konsultasi; dan

h･ mengemb弧gk紬keヰa sama deng狐pihak atau lembaga

lain dala皿　upaya meningkatkan kualitas pendidikan

pese直a didik Peny紬dang Disabilitas.

/3/ Pe7均ed青c[αn....



(3) Pe項yediaan dan pen血gkatan kompetensi pendid政dan tenaga

kependid出劃　d血a皿menang狐i pese轟a didik Peny紬dang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a

dilakukan melalui program d劃kegiatan te血entu.

Pas瓢34

(1) Pe皿erintah Daerah memねsilitasi lembaga penyelenggara

pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak･

(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi y紬g Layak

untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)髄atur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Pemehntah Daerah dapat皿cmbe正k紬hibah dan/atau b紬tu弧

lainnya kepada setiap kelompok masyarakat yang menangani

pendidikan Penyand狐g Disabilitas baik y劃g bersiぬt in曲usif

maupun khusus sesuai dengan ketentu弧peraturan pcmndang-

undangan.

Bagi紬Keempat

Peke重jaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal36

Pemerintah Daerah menjamin proses rekmtmen, penerimaan,

pclatihan ke重ja, penempatan ke王ia, keberla可ut紬　ke重ja, dan

pengemb劃g紬kahr y狐g adil din　t狐pa diskhminasi kepada

Penyandang Disabnitas ･

Pasal37

(1) Pemehntah Daerah mcmbe轟kan kesempatan kepada

Peny狐dang Disabおitas untuk mengikuti pelatihan

keter劃pila皿　ke重ja di le皿baga pelatihan ke亘a Peme正ntah

Daerah dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatih紬ke重ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hams bersiねt inmus蘭dan mudah diakses.

Pas瓢38

Pe皿beri kcエゴa dala皿proses re血utmen Tenaga Ke寄a Peny弧da皿g

DisabⅡitas dapat:

a.　melakしik劃　し串弧　pene皿patan untuk mengetahui m血at,

bakat, d弧kemampu弧;

b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formu虹

aplikasi d紬proses la血nya y紬g diperlukan;

c.　menyediakan alat d紬bentuk tes yang sesuai dengan kondisi

disabilitas; dan

d. member址an keleluasa狐da｣a皿waktu penge重jaan tes sesuai

dengan kondisi Peny紬dang Disabilitas･

PαSat 39….



Pas血39

Pemberi kelja dalam penempatan Tenaga Kelja Penyandang

Disab組itas dapat:

a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi

di aw瓢masa ke重ja untuk menentukan apa yang diperlukan,

temasuk penyelenggaraan pelatih狐atau magang;

b. menyediakan tempat bekelja yang fleksibel dengan

menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi

target tugas ke巧a;

c.　menyediakan waktu istirahat;

d･ menyediakan jadwal ke寄a y狐g　皿eksibe重　dengan tetap

memenuhi瓢okasi waktu ke暮ja;

e.　memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan

皿emperhat此an kebutuhan血usus Penyand孤g DisabiHtas;

d孤

f.　membehkan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal40

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada tenaga kelja

Peny狐d狐g Disabilitas yang sama deng孤　tenaga ke重ja yang

buka皿　Penyandang Disab址tas deng紬　jenis peke重ja狐　dan

tanggung jawab yang sama.

Pasal41

(1) Pemberi kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan

fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga keヰa Penyandang

D isabilitas.

(2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas

缶dak te｢penu血hak Peny孤dang Disabi此as.

(3) Pemerintali Daera血　wajib menyosialisasikan penyediaan

Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh

Tenaga Ke章ja Penyand狐g Disabilitas.

(4) Pcmbe正kc重ja yang tidak menyediakan Akomodasi y紬g Layak

d狐　ぬsilitas y弧g mudah diakses oleh tenaga ke重ja

Pcnyand紬g Disab址tas dikenai sanksi administratif bempa:

a. tegur紬te巾u宣is;

b. penghenせan kcgiatan operasional;

c. pe皿beku紬izin usaha; din/atau

d. pencabutan izin usaha.

Pasal42

Pemberi kelja wajib menjanin agar Penyandang Disabilitas dapat

melaksanakan hak berse正kat d紬berkumpul dala皿lingkung弧

peke重j aan.

PαS(九43….



Pasal43

Pemerintah Daera血　wajib menjamin akses yang setara bagi

Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam

sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakeljaan.

Pas盆144

(1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekeljakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang

Disabilitas dad jumlah pegawai atau pcke重ja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%

(satu persen) Penyandang Disabilitas dad ju皿lah pegawai

atau pekerja.

Pasal45

(1) Pemerinta血　Daerah wajib memberikan insentif kepada

pemsahaan swasta yang mempeke重jakan Penyandang

D isab孤itas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pe皿bc轟an insen請

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratur狐

Wali Kota.

Pasal46

(1) Pemcrintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas

pada dinas yang menye置enggarak紬　umsan peme正ntahan

daerah di bida皿g ketenagakeヰa狐.

(2)皿gas Unit Laya皿狐Disabilitas scbagai皿ana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a･ merencanak紬　penghomatan,　Pelindungan,　dan

Pemenuhan hak atas pekeヰa劃Penya皿dang Disabilitas;

b. memberik紬infb皿asi kepada Peme正ntah Daerah dan

pemsaha紬　swasta mengena王　proses re血utmen,

penerimaan,　pe重atih紬　kc重ja,　pcnempatan ke重ja,

keberlanjutan kelja, dan pengembangan karier yang adil

dan tanpa Disk重iminasi kepada Peny紬dang Disabilitas;

c. menyediakan pendampingan kepada tenaga keヰa

Peny劃dang Disabilitas ;

d. menyediakan pendanpingan kepada Pemberi kerja yang

menehma tenaga ke重ja Penyandang Disabilitas; din

e. meng○○rdinasik狐　Unit Layman Disabilitas, Pemberi

kc重ja, dan tenaga ke寄a dalam Pemenuh狐　dan

penyediaan Alat Bantu ke暮ja untuk Penyand劃g

D isabilitas.

(3) Anggaran pembentukan Unitしayanan Disabilitas be｢asal dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Keten血an lebih la垂ut mengenai Unit Layanan Disabilitas

diatur dengan Peraturan Wali Kota.
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Pas血47

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan

pendamping紬　kepada Penyand劃g Disabi虹t貧s untuk

berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan

kctentu紬pera山ran pe皿dang-und狐g孤.

Pasal48

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses

pemodalan untuk us貧ha ma皿dih, badan usaha, dan/atau

koperasi yang diselengg紬akan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal49

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan

barang d狐jasa kepada unit usaha mandi正yang diselenggarak紬

○○eh Penya皿d紬g Disabilitas sesua王dengan ketentuan peraturan

pe皿dang- undangan.

Pas瓢50

Pe皿crintah Daerah wajib memぬsi止tasi pemasaran produk y劃g

dihasⅡkan oleh unit usaha mandiri yang disclenggarakan oleh

Penyandang Disabnitas.

Pasal51

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan

kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha

mandih.

Bagian KeRma

Ke sehat紬

Pasal52

(1) Pcmerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasiHtas

pclay孤紬　kesehatan mene正ma pasien Penyandang

DisabiHtas.

(2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas

pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa
Diskhminasi sesuai deng紬sta皿dar da皿ketentuan peraturan

perund劃g-undangan.

Pas瓢53

(1) Pemehntah Dacrah dan swasta wajib me皿berik狐pelay劃an

kesehat紬untuk Penyandang Disabilitas tanpa Disk止m血asi

scsuai dengan standar d紬ketentuan peraturan pemnd紬g-

undang紬.

(2) Pelay紬弧　kesehat紬　bagi Penyand紬g Disab址tas

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh

tenaga kesehatan yang me皿ili血kompetensi dan kewen狐gan

untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang

D isab遭itas.
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Pasal54

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan

y孤g memil亜kompetensi dan kewen紬gan dala皿pelayan劃

kcsehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas

kesehatan tingkat pe正a皿a sampa王ke tingkat la可ut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan

kewen劃g劃d心血pelay劃an kesehatan bagi Penyandang

Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk

kepada tenaga kesehatan yang memmld kompctensi dan

kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang

Disabilitas pada飴･silitas pelayana皿kesehatan lain.

(3) M�'VｧVｲ��V逍�襷�誡�F�6�&免友�2�6V&�v�蒙����F蒙�ｷ7VB���F�
ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal d紬horizont血.

(4) R巾uk狐　sebagaim紬a dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen,

dan melalui telemedidne.

(5) Ketentuan mengena上皿ekanisme r可ukan dilaksanak紬sesuai

dengan ketentuan peratur餌pemndang-undangan･

Pasal 55

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan

kesehatan bagi Peny紬dang Disabilitas.

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan

kesehat劃　y狐g dibutuhkan oleh Peny劃dang Disab虹tas

sesuai dengan kcbutuhan d狐ragam disabilitasnya･

(2〉　Ketersedia紬　pelayan弧　kesehatan y劃g dibutuhk紬　oleh

Peny弧d紬g DisabiHtas sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1)

dir狐ca皿g untuk mem血ima此a皿h劃batan dan mencegah

terjadinya disabilitas lebih lanjut sesual dengan ketentuan

pera血ran pc rund紬g-undanga皿.

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajjb menjamin ketersediaan pelayanan

rehabilitasi mcdis sesua王　dengan kebutuh紬　dan ragam

disabilitasnya.

Pasal 58

Pemerintah Dae重ah me可am血　ketcrse出aan　血at nonkesehatan

yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas

pelayan弧kesehat劃.
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Pas粗59

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga

kesehatan di wⅡayahnya aga重皿ampu membehk孤pelay劃孤

kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal60

Tenaga kesehatan d血a･m melakuk狐　tindakan mcdis wajib

mcndapatkan perset可uan da正　Penyandang Disabilitas sesuai

deng紬ketentuan peraturan pe皿da皿g-undang紬.

Pasal61

Rumah sa虹t jiwa maupun m皿ah sa虹t umu皿y劃g menyediak弧

pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada

Penyand劃g Disabilitas sesuai deng劃standa重.

Bagian Keenam

PoHtik

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah wajib menjanin agar Penyandang

Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh

dalam kehidupan politik d劃publik secara langsung atau

melalui pe重wakil紬.

(2) Pemehntah dan Pemer血tah Dae｢ah wajib me可amin hak din

kesempat弧bagi Penyand紬g Disabilitas untuk memilih din

dipilih.

Pasal63

Penyand孤g Disabi脆tas berhak皿tuk mendudu瞳jabatan publik.

Pasal 64

Pemehntah Daerah wajib menjanin hak politik Penyandang

Disabilitas dcngan memperhatikan keragaman Disabilitas dalam

pe皿il血狐umum dan pem蘭han kepala Daerah, te皿asuk:

a. berpa正isipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalan

pe皿il山肌umum da皿pe皿ilihan kep血a Daerah;

b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam

pemilihan umum dan pe皿i重ihan kepala Daerah;

○○　皿e皿ast批an bahwa prosedur,魚s址tas, dan Alat B狐tu

pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah

dipahani dan digunakan;

d･ melindungi hak penyandang Disabilitas untuk memilih sec狐a

rahasia t紬pa血timidasi;

e.　melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan

di轟　dalam pe皿血ih紬, untuk memegang jabatan, dan

melaks弧akan selu則h血ngsi publik dal劃scmua tingkat

peme正ntahan ;
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f･　rne巾a皿in peny孤d軸喝Disabilitas agar dapat memanね鼠tkan

pengguna弧teknolo産ba重u untuk me皿bantu pelaksanaan

tu8as;

g･　me可a皿in kebebas紬peny孤dang Disab址tas untuk memilih

pendamping sesua王dengan pilihannya sendiri;

h. mendapatk孤　止めmasi, sosi血isasi, din　simulasi d瓢a皿

se心ap tahapan dala皿pemilihan umum d紬pemilih狐kep瓢a

Daerah; din

i.　menjamin te呼enuhinya hak untuk terlibat sebagai

penyelenggara dala皿pemilihan umum dan pem組ihan kepala

Daerah.

Bagian Ket可uh

Keagama紬

Pas血65

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari

tekanan dan Dis血i皿inasi oleh pihak m弧a pun untuk memeluk

agama dan kepercaya紬masing-masing d紬beribadat menu｢ut

ag劃a dan kepercaya紬nya.

Pasal 66

Pemerintah Daera血wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan

agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

Peme血Itah Daerah wajib　皿endorong din/atau membantu

pengelola. rumah ibadah untuk me重Ⅳediakan sarana din

prasar紬a y劃g mudah髄akses oleh Peny肌d劃g Disabilitas.

Pasal68

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur

keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan

Penyandang Disabilitas i

Pasal69

Pemc轟ntah Daerah mcngupayakan ketersedia紬　pene重jemah

bahasa isyarat d血a皿kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan

Keolahraga紬

Pasal70

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangk紬　sistem

kcolahraga劃untuk Penyandang Disabilitas yang me止puti:

a. keo賞ahragaan pendid批an;

b. keolahraga狐re虹easi; dan

c. keolahragaan prestasi.
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(2) Pengemb紬gan sistem keolahragaan untuk Penyand孤g

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdas紬kan jenis olahraga khusus untuk Penyandang

Disabilitas y紬g sesuai dengan kondisi din　ragam

disabintasnya.

Pasal71

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga

untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan

untuk meningkatkan kesehatan,重asa percaya did, dan prcstasi

olahraga.

Bagi劃Kesembil紬

Kesejahteraan Sosial

Pasal72

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan

Kes匂ahteraan Sosial untuk Peny劃dang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c･ pcmberdaya紬sosial; dan

d. Pelind皿gan sosial.

Pasal 73

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang

Disabilitas untuk mendapatk狐　Rehabilitasi Sosial, Jaminan

Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Pel血dungan Sosi血.

Pasal74

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

ayat (2) humf a diberikan oleh Pemerintah d紬Pemerintah

Daerah dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawat紬dan pengasuhan;

c. pelat血弧vokasional dan pembina紬kewirausahaan;

d. bimbingan mental spi正tual;

e. bi皿bing劃魚sik;

f･ bimbingan sosial d劃konseling psikososi血;

呂. pelay狐劃Aksesibilitas;

h. b紬tu狐d紬asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;

j. bi皿bingan la可ut; dan/atau

k. r巾ukan.

(2) Rehabi重itasi Sosial sebagai皿a皿a dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh

keluarga, masyarakat, dan institusi sosi瓢.
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Pasal 75

(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(2) humf b dibe｢批紬　oleh Pemehntah Daerah untuk

Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memil血

penghasilan.

(2) Jamin狐　Sosial sebagai皿ana　血maksud pada ayat (1)

dibehkan d血am bentuk asuransi Kes匂ahteraan Sosial,

bantuan l紬gsung berke重a可utan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan　血usus sebagaimana di皿aksud pada ayat (2)

mencakup pelat血anうkonse鵬ng, perawatan sementara, atau

b紬tuan lain yang berkaitan.

Pasal 76

(1) Pembcrdayaan sos血sebagaim劃a dimaksud dd紬Pas瓢72

ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

a〃　peningkat劃kemauan dan ke血a皿puan;

b･ pengga止an potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai dasar;

d･ pembehan akses; dan/atau

c〃　pembe正an bantu肌usaha.

(2)Pemberdayaan Sosial sebagaim狐a血maksud pada ayat (1)

dibehkan dalam bentuk:

a, diagnosis dan pemberian motivasi;

b･ pelat血an d狐pendamping狐;

c. pembeh狐stimul紬;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

e･ penguatan kele皿bagaan dan kemitra紬; dan

f. bimbingan la可ut.

Pasal 77

Pe止ndung弧Sosi血sebagaim孤a dimaksud dalam Pasal 72 ayat

(2) humf d dilakuk紬oleh Pcmehntah Daerah皿el瓢ui:

a. bantuan sosi瓢;

b〃 advokasi sosial; din/atau

c. b紬tuan hukum.

Pasal 78

Ketentuan mengenai　只ehab址tasi Sosial, Jaminan Sosial,

Pemberdayaan Sosial, dan Pelindungan Sosial, diatur dala皿

Peratur紬Wali K°ta.

Bagi紬Kesepuluh

寒n血astmktur

Pasal79

(1)Peme正ntah dan Peme互ntah Daerah wajib me可amin

infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas sesuai dengan standar infrastruktur yang rama血

bagi Peny紬dang Disab址tas.
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(2)重n血astm虹ur y狐g mudah diakscs oleh Peny紬dang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:

a. b弧gunan gedung;

b. ja量an;

c. pemu虹man; dan

d. pert劃狐an dan pcmakaman.

(3) Ketentu紬me皿genai st劃dar in虹astru虻ur y狐g ra皿ah bagi

Peny弧d紬g Disab珊tas sebagai皿ana dimaksud pada ayat (1)

diatur deng紬Pe｢aturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas

Pclayanan mblik

Pasal80

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik

y劃g mudah diakses oleh Peny紬dang Disabilitas sesuai

dengan kctentu紬peratu則pe｢unda皿g置undangin.

(2) Pelayanan Publik sebagainana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pelay狐an jasa transportasi publik.

(3) Pelayanan mblik yang　rnudah diakses sebag紬mana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarak狐　olch institusi

penycle皿ggara negara, korporasi, 1embaga independen yang

dibentuk berdasark紬　undang-皿dang untuk kegiat紬

Pclayanan mblik, dan bad紬　hukum l証n yang dibentuk

untuk Pelayanan恥b虹k.

(4) Pendanaan Pelay紬狐　Publik bagi Penyandang Disabilitas

be重sumber dari:

a･紬gga重紬pendapata皿da皿bela可a ncgara;

b.紬ggar紬dan pendapatan bcla可a Daerah; dan/atau

c. angga重紬　korporasi atau badan huku皿　yang

menyelenggarakan Pelayan紬恥blik.

Pas瓢81

( 1) Pemerintah Daera血　　wajib menyebarluaskan dan

mensosialisasikan Pelayanan mblik yang mudah diakses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal　80　ayat (1) kepada

Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

(2) P�逍VﾆV誚v�&���Vﾆ��������V&ﾆ夢�v�ｦ�"�ﾖV逍VF��ｶ�����襾V��

Pelayan紬　恥blik y紬g mudah diakses oleh Pcnyandang

Disabilitas.

Pasal82

Ketentuan lebih la可ut mcngenai Pelayanan恥blik yang mudah

diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

dala皿Pas血80 ayat (1) diatur deng狐Peraturan Wali Kota,
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Bagian Kedua Bclas

Pel血dungan da正Benc紬a

Pasal83

(1〉　Pemehntah Daerah wajib mengamb遭1孤gkah y紬g diperluk劃

untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada

tahap prabenc劃a, saat t狐ggap damrat, d紬pascabenc紬a,

(2) Penanganan Penyand弧g Disabilitas sebaga王mana dimaksud

pada ayat (1) ha則s memperhat出an Akomodasi y紬g Layak

dan Aksesibili屯s untuk Peny紬d劃g Disabilitas.

(3) Peny紬dang DisabⅡitas dapat berpartisipasi dalam

penanggulang孤benc紬a.

(4) Ketentu紬　mcngenai pcn劃ganan Penyandang Disabilitas

sebagalmana dinaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta

pa巾isipasi Penyandang Disabnitas sebagai皿劃a dimaksud

pada ayat (3) diatur d血劃Pe重atur劃W血i Kota.

Bagian Kctiga Belas

Habi脆tasi d紬Reha.bilitasi

Pas血84

(1) Pe皿e｢血tah Daerah wajib menyediak孤　atau memぬs址tasi

layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang

D isabilitas.

(2) Habilitasi din　Rehabilitasi untuk Peny餌dang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pa_da ayat ( 1) bertujuan:

a. mencapa王,　mempertahankan,　dan menge皿b孤gk狐

kemandih狐, ke皿ampu紬　慮sik, mental, sosial, din

keterampilan Penyandang Disabi霊itas secara maksimal;

d紬

b.皿embe正kese皿pata皿untuk berpa競isipasi da皿ber吐出usi

di selumh aspek kehidupan.

Pasal85

Habilitasi d紬RehabiHtasi untuk Penyandang Disabnitas ber血ngsi

sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelat血紬keterampilan hidup;

b. sarana antara dalan mcngatasi kondisi disabilitasnya; dan

c. sar狐a　皿tuk mempersiapkan Peny狐dang Disabilitas agar

dapat虹dup m劃dih d血a皿masyarakat.

Pasal86

Pen紬ganan Hab址tasi d紬Rehab址tasi Peny弧dang Disab址tas

dilakukan dalam bentuk:

a. 1ayan狐　Habilitasi dan Rehabilitasi dal劃　keluarga din

masyarakat; dan

b. 1ay弧劃Hab址tasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
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Pas血87

Ketentuan lebih lanjut mengenal layanan Habilitasi dan

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal　84　s狐pai

dengan Pasal 86 diatur dcngan Peraturan Wan Kota.

Bagian Keempat Belas

Konsesi

Pasal88

(1) Pcmerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabili屯s.

(2) Ketcntuan mengenai bes紬dan jenis Konsesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pas血89

Pemerintah Daerah mengupayak紬　pihak swasta untuk

membe轟kan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pas瓢90

(1) Pemerintah Dac｢ah memberik紬insentif bagi perusahaan

swasta yang　rnembc轟kan Konsesi untuk Penyand紬g

D isabilitas.

(2) Ketentu劃mengenai bcntuk dan tata c紬a pembehan inscn揖

sebagaim孤a dimaksud pada ayat (1) diatur deng紬

Peratur紬Wali Kota.

Bagian Kelima Belas

Pendataa皿

Pasal91

Pcndata狐　terhadap Penyand紬g Disabilitas dilakukan untuk

皿empe重oleh data akurat tentang karaktehstik pokok dan hnci

Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pc｢undang-undangan.

Bagi紬Keenam Belas

Komunikasi dan Informasi

Pasal92

(I) Pemerintah Daerah wajib　皿engakui, menerima, dan

memぬs組itasi ko皿un並asi Penyanda調g Disabilitas deng紬

menggunak紬cara te直entu.

(2) Komunikasi deng紬mcnggunakan cara te正entu sebaga王mana

dimaksud pada ayat (1)血Iakukan deng紬cara,粗at, bahasa,

dan bentuk la血nya yang dapat dij紬gkau scsuai dengan

pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

助sa! 93 ,..



Pasal93

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi

untuk Penyand紬g Disabilitas.

(2) Akses atas inめmasi untuk Peny紬dang Disab址tas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio din

visu血,

Pasal 94

(1〉　Pe皿ehntah dan Peme轟ntah Daerah wajib menyediak紬

infbrmasi dal劃bentuk yang dapat坤angkau dan dipahami

sesuai dcngan keraga皿a皿disabili屯s din　kondisi tempat

tinggalnya.

(2) Infbmasi sebagai皿劃a dimaksud pada ayat (1) didapatkan

secara tepat wa虹u d狐tanpa biaya t劃bahan.

Bagian Ket可uh Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 95

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan

tindak cepat untuk pere皿pu狐d紬anak Penyand紬g Disabilitas

yang menjadi korban kekerasan.

Pasal96

Pemcrintah Daerah wajib membehkan PeⅡndungan　血usus

terhadap pere皿puan dan anak Peny紬dang Disabi此as scsuai

dengan kctcntuan peraturan pemndang-und餌gan･

Pasal97

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah anan yang mudah

diakses untuk perempuan d劃anak Penyand紬g Disabilitas yang

me垂adi korban kekerasan.

Bagian Kcdelapan Belas

Pelindung紬dari Tindak弧Disk轟minasi,

Pencl紬tar紬, Penyiksa紬, dan Eksploitasi

Pasal98

(1) Pe皿chntah Daerah　皿emぬsni自si Peny紬dang Disab址tas

untuk bersosiaⅡsasi din　berinteraksi dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, dan bemegara tanpa rasa takut.

(2) Pe皿cr血tah Daerah wajib me垂amin Penya皿dang Disab遭itas

bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi,

dan seksual.

BABV白.



BABV

AKSE s工B重し裏地s

Pasal 99

(1) Peny紬dang Disabilitas berhak atas penye血a紬Aksesibilitas

dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta

lingkungan sosial.

(2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dapat berbentuk:

a･債s此; dan/atau

b. non-組sik.

(3) Penyediaan Akscsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaks劃ak狐oleh Pemehntah Daerah d紬swasta.

(4)Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyanda皿g Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan

dalam pe皿be正an izin sesua王　dengan ketentu紬peratur劃

perundang- undangan ,

(5)Penyedia紬　Aksesibilitas yang berbentuk　鯖sik sebagaim狐a

dimaksud pada ayat (2) humf a, dilaksanakan pada sar孤a

dan prasarana u皿um yang meliputi:

a〃　bangunan umu皿;

b. j血anumum;

c. pertamanan d紬pemakaman umum;

d･紬gkutan umum;

e. transp〇五asi; dan

f, sarana pehbadat劃.

(6)Aksesibilitas y紬g berbcntuk non-窟sik sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. pelayanan infomasi dan komunikasi;

b. pelayanan khusus; dan

c. pendampingan ba由Penyandang DisabiHtas･

Pasal 100

Ketentuan leb血la垂ut mengena王　Pe叫yedia孤　Aksesibilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diatur dcngan

Peraturan Wali Kota,

BABVI

K○○RDINASI

Pas瓢101

(1) Peme正ntah Daerah menetapkan mckanisme k○○rdinasi dalam

r狐gka melaks狐akan Pelindunga皿　dan Pemenuhan hak

Penyand狐g Disabilitas sesuai dengan kewcnangannya.

(2)K○○rdinasi sebaga王mana dimaksud pada ayat (1) bert可u紬

untuk menyelenggarahan dan menyinkronkan kebijakan,

program,　anggar劃,　dan pemanぬatan data dalam

pelaksanaan Pcl血dungan, dan Pemenuhan hak Penyandang

D isabilitas.

/3/ Daねm....



(3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Peme轟ntah Daerah memiliki調gas, meliputi:

a･ melakuk狐s心血onisasi progra皿d紬keb主iak劃d血a皿

rangka pelaksanaan Pelindungan, dan Pe皿enuhan hak

Penyand狐g Disabilitas ;

b. me可amin pelaksanaan Pelindung紬, d弧Pemenuhan

hak Penyandang Disabilitas beljalan dengan efektif;

c.　meunjudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan

Pcmenuh紬hak Penyand紬g Disabilitas;

d. meロyinkronk紬　pengguna紬　狐ggar劃　pclaksa皿aan

Pelindungan,　dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas agar beq’alan dengan efisien; dan

e.　mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang

Disab血itas　紬tar Perangkat Daerah sesuai deng紬

kewen孤ga皿ya dala皿　pelaks孤a紬　Pe櫨ndung紬, din

Pemenuh紬hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi

sebagaimana dimaksud d狐am Pasal 101 diatur dalam Pera.turan

Wali Kota.

BABVII

TKP2 HPD

Pasal 103

D瓦am rangka pelaksanaan pelindunga皿　dan pemenuhan hak

Penyandang Disabi止tas di Daerah dibentuk TKP2HPD scbag弧

1embaga nonstmktural be轟anggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 104

Kctentuan mengenai TKP2HPD sebagaimana dimaksud d瓢am

Pasal 103 diatur dala皿Peraturan W血i Kota,

BAB VIII

恥R量S暮pASI MASⅤARAKAT

Pasal 105

(1) Masyarakat mempunyai kesempat狐　yang luas untuk

berpartisipasi dalam upaya Pel血d皿g劃d狐Pemenuh紬Hak

Penyandang Disabilitas.

(2) Pa直isipasi Masya重aka.t untuk mendukung keberhasⅡ孤

pe種yelengga重a劃　Pelindungan dan Pemenuh紬　Hak

Peny狐d劃g Disabilitas d轟akuk弧oleh:

a･　perseor弧gan;

b. kelua重ga;

c. kelompok;

d. o重ganisasi keaga血aan;

e. org紬isasi sosi血kemasyarakat紬;

f. 1embaga swadaya masyarakat;

g. o7gaJ,isαSt... ,



9. organisasi profesi;

h. badan usaha; dan/atau

i. Iembaga Kesejahteraan sosial.

(3) Pa轟isipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hu重uf c dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuh紬

Hak Penyandang Disabi脆tas dilakukan sebagai t紬ggung jawab

sosial dan虹ngkung紬pemsahaan sesuai dcngan ketentu紬

peratur紬pemndang-undang盆n.

Pasal 106

Pa正isipasi Masyarakat sebagaim紬a血maksud dalam Pasal 105

dapat di賞akukan melalui:

a. melaksanakan penyelenggaraan Keseja血teraan Sosial berbasis

Masyarakat ;

b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang

Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di

masyarakat ;

c. memberi akses bagi Peny紬dang Disab出自s untuk beke工ja址

sektorめmal d劃usaha ekonomi produk揖皿asyarakat;

d. melakuk紬sosia虹sasi dan peningkat紬pemah劃an mcngena王

penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas kcpada masyarakat;

e. menyediak紬sarana dan prasar狐a di lingkungan masy虹akat

y狐g mudah diakses d劃ramah bagi Peny紬d紬g Disabnitas;

i. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penye重en謎araan

Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

き. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk

karakter Penyandang Disabilitas, Keluarga, dan Masya丁akat di

lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/ atau

h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraaan

Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pas瓢107

(1) Untuk melaksanakan partisipasi Masyarakat d狐am

penyelenggara劃　Pelindungan dan Pemenuh紬　Hak

Penyandang Disabilitas dapat dilakukan k○○rdinasi antar LKS･

(2) Pelaksanaan k○○でdinasi penyelenggaraan upaya Pelindungan

dan Pemenuhan Hak Penyand紬g Disabi虹tas oleh Masyarakat

sebagaimana di皿aksud pada ayat (1) dapat diw可udk紬

dengan membentuk suatu lembaga koordinasi Kesejahteraan

Sosi血non peme正ntah dan bersiぬt terbuka言ndependen serta

mandiri.

(3) Pcmbentuk弧lembaga k○○rdinasi scbagaimana dimaksud

pada ayat (2) berpedom紬　pada ketentu劃　peraturan

pemndang-und紬gan.

BABⅨ…



BABIX

PEMB重NAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 108

Pemerintah Daerah me宣akukan pembina狐kepada p血ak terkait

dalam pelaksana紬Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyand餌g

Disabilitas.

Pasal 109

(1) Pcmbinaan dalam upaya Pcl血dungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disab遭itas dapat dilaksanakan meliputi:

a〃　penyuluhan;

b. bimbing紬; dan/atau

c. pe皿beh狐b紬tu狐.

(2) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) humf a, dilakukan dal劃r狐gka:

a.　menumbuhk紬　rasa kepeduli紬　Masyarakat terhadap

Penya皿dang Disab蘭tas ;

b.　memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan

upaya kesetaraan;

c.　pemberdaya狐penyand紬g Disabilitas; dan

d. meningkatkan per狐para peny劃d弧g Disabilitas dala皿

pemb紬gunan Daerah.

(3) Pcmbina紬mclalui聯mbing孤sebaga王皿ana虹皿aksud pada

ayat (1) hu｢uf b, dilaks弧akan d血am rangka:

a.　men血gkatk紬　　ku血itas penyelenggara狐　　upaya

peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Pe叫y紬dang

Disabilitas; din

b.　menumbuhkan dan mengemb孤gkan kemampuan

Peny紬d紬g Disabilitas secara optimal･

(4) Pembinaan mcla｣ui pemberi紬　b紬tu紬　sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) hu｢uf c, d遭akukan dalam rangka:

a. membantu penyandang Disabi重itas agar dapat bemsaha

meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan

b. memb狐tu Penyandang Disabilitas agar dapat

memclihara taral虹dup y紬g wajar.

Pas弧110

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
a.　皿clakukan kc重ja sa皿a Daerah dalam upaya pel血dungan

dan Pemcnuh孤　Hak Peny紬dang Disabilitas, dan

Pemberdayaan Pe種yandang Disabilitas; dan

b. membehkan penghargaan kcpada masya重akat yang telah

be重jasa dalam mew可udkan upaya Pelindungan dan

Pcmcnuh紬　Hak Peny劃d狐g Disab址tas,　dan

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

/2/ Keu‘｡ sama....



(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilaksa皿ak紬sesuai dengan ketentuan peratu重an pemndang-

undangan di bidang kerja sama.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasa重111

(I) Pc皿chntah Daerah da皿masya重akat melakukan pengawas紬

pelaks餌aan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Peny狐d狐g Disabi脆tas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

be重pedom紬pada ketentuan peratu重an pemndang-undangan.

BABX

pENG mRGAAN

Pasal 112

(1) Pemc正ntah Daerah membc正kan penghargaan kepada:

a･ orang perseoranga皿yang be章jasa d瓢am penghomat狐,

pelindungan,　dan pemenuhan hak Pcny劃d紬g

D isabilitas ;

b･ pelaku usaha dan le皿baga negara/peme正ntaha皿y弧g

mempcke重jakan Penyandang Disabilitas secara layak;

c.　penycdia　ぬsilitas publ批　y孤g memenuhi hak

Penyandang Disabi此as; dan

d〃　siswa, atlet, dan pelaku semi Pe叫y紬dang Disabilitas

yang bcrprestasi.

(2) Ketentuan mengenal syarat dan tata cara pemberian

pengharga紬　sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

leb血la垂ut dala皿Pemturan Wali Kota.

BABX量

PENDANAAN

Pasal 113

Su皿ber Pcndanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas meliputi :

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. partisipasi dan swadaya Masyarakat;

d. t劃ggung jawab sosi粗pe｢usahaan;

e. badan usaha dan/atau badan hukum重ainnya; dan/atau

I. sumbcr dana lain yang sah dan tidak mengikat.

慮ABXH,….



BABX重工

KETENTUAN PE NUTUP

Pasal 1 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or紬g mengetahuinya, me皿ehntahk狐pengundmgan

Peratur弧Daerah血i dengan penempatannya d瓢am Lcmb紬an

Daerah Kota Sibolga.

Di皿dangkan di Sibolga

pada t紬ggal 24 0ktober 2025

sEKRE皿Rls DAERAH Ko皿s重BOLGA,

dto.

HERMAN S冊ITO

LEMBARAN DAERAH KOTA S量BOLGA TAHUN 2025 NOMOR 75

NOREG pERATu恥N DAERAH Ko恥　s量BOLGA, pROvlNsl

SUMATERA u恥RA二(3-130/2025)


